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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karangasem Nomor 12/HK.03.2/5107/2022 tentang 

Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Karangasem Tahun 2022; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor  5 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5767); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

 

7.  Peraturan………… 

 



- 3 - 
 

7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelengaraan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 564/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XI/2020 

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan 

Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi  

 

 

Pemilihan……….. 
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Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian 

Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-VI; 

 

Memperhatikan  : 1. Surat Undangan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor 

280/SDM.05.5-Und/51/2.2/2022 Tanggal 10 Maret 

2022 perihal Pengangkatan Sumpah/Janji dan 

Pelantikan; 

2.  Surat Undangan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor 

280/SDM.05.5-Und/51/2.2/2022 Tanggal 10 Maret 

2022 perihal Undangan Pengambilan Sumpah dan 

Pelantikan; 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KARANGASEM NOMOR 12/HK.03.2/5107/2022 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 

2022 PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 

2022 

 

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-nama Tim Satuan Tugas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022, 

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU mempunyai tugas melakukan konsolidasi dan 

koordinasi dengan KPU maupun BPKP Perwakilan 

Provinsi Bali. 

 

 

KETIGA…………… 

 

 





 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGASEM 
NOMOR 21 TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM 
NOMOR 12/HK.03.2/5107/2022 TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
KARANGASEM TAHUN 2022 PEMBENTUKAN 
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 
 

 
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2022 
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